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KEPUTUSAN KEPALA DINAK PF:NU”HEH-N DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAY A
Nomor . 431 ) fome | 2022

TENTANG
FEMBERIAN IZIN OFERAS|IONAL
SEKOLAH DASAR QUR'AN [8D0Q) BAITUL GLRRA’

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang ¢ n. bahwa kewenangan yang wajib dilaksaralkan  Pernerintali
Diaerah Provinel, Kabupaten/Kota aebugnimana diatur dalam
Undang-undung Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah meliputs antam lain Kewenongsn Bidang Pendidiloan,
b, bahwa berdusarkan hasil stud] kelayakan puds Tanggml 25
Maret 2022
¢, bahwa berdunarkan pertimbangan schagaimana  dimaksud
pada huruf & dan huruf b, perlu meneiaplkan dalam suatu
Eeputusan.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentuian
Kabupiten Acch Barat Daya, Kabupaten Gayo Liies,
Aceh .Jays, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinst Nanggroe Aceh Dartissalam;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistcm
Pendidilkan Nasiongsl:

A, Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangun antors Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daernh:

4. Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

5. Undang-U Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
nm:';:ﬂ umhawmm telah  diubah untuk kedus kalinya
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ieninng Pemerintahan Daerah; :

6, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20085 tentang Standar
Wosional Pendidikan sebagnimana telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah: Nomor 32 Tahun 2013  tentang
Perubahan Atns Perntursn Femerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Perituran Ptmminuhn Nomor 58 Tabun 2005 tentang
Pengelolann Keuangae Deerah;

8, Ptm‘fmn Pemerintah  Nomor ITETlhun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan se
mhl? diubah dengan Perntuman Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubihian atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  Peoyelenggarann

Pendidilan; )
9. Peraturan Menteri Pendidikan dun Kebudayaan Momor 66
Tahun 2013 tentung Standar Penilatnn Pendicilaan; _
Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasionsl Pendidikan;

10.



Memperhatikan

Menetaplkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Periginan Berusaha
Terinternlesi  Secura  Elektronik  Sektor  Pendidikan  dan
Kebudayaan

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pendidilkan

¢ Sural ¥ayasan Pendidikan Terpadu Qurian Baitul Qurra’ Aceh

Barat Days Nomor ; 013,5DQ-B0/IV/2022 tanggal 14 April 2022
hal Pengajusn lsin Operasional Sekolah Dasar Quran (SDO
Bairul Qurra’,

MEMUTUSKAN

Memberi lzin Cperasional Kepads
Noma Lembaga : 8D Baitul Quirrea’
Jenjang Pendidikan . Seloolah Dasar
Alamat *Jln Teuku Allan Geulumpang Pavong
Blangpidie Kabupaten Aceh Barst Daya

Pemegang lzin Penyelenggaraan Sekolah ini berkewajiban :

I Menyelenggarakan Kegiatan  Pembelajaran  pada Jemjang
Pendidikan Dasar sedemildan rupa, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan masysrakat unmik memperoieh pendidikan

2. Mentaati Peratiran-peratliran Perundangan yang berlaki

3. Mengirimkan laporun kesdaan sisws, Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan sacara berkala sesuai dengan leetentuan
menunt vang ditenmukan

Keputusan ini mulal berlaku scjak ditetapkan dengan ketentuan
bahwa jike kemudian hor fernyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan inl akan diperbaild kemball sebagnimana mestinya.

Ditctapkan i : Blangpidic
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